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	ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan tentang pengelolaan ampah Kota Bengkulu. Pada akhir tahun 2022 Pemerintah Kota Bengkulu menerapkan pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Observasi menunjukkan bahwa hanya 48% sampah di Kota Bengkulu yang berhasil diangkut setiap harinya. Angka ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam pengelolaan sampah di kota Bengkulu rendahnya persentase pengangkutan sampah ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kapasitas  Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terbatas, kurangnya armada pengangkut sampah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang ada. penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam studi ini bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. Dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala dan permasalahan. Pengelolan sampah di tingkat kelurahan masih terdapat permasalahan yang dihadapi salah satunya perilaku sebagian masyarakat masih membuang sampah sembarangan. upaya yang ada belum sepenunya cukup untuk mencapai tujuan kebijakan pengelolaan sampah yang benar- benar efektif. menunjukkan adanya kesenjangan baik dalam akses informasi, rendahnya motivasi, partisipasi serta minimnya kesadaran masyarakat dipicu berbagai faktorPelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di kota Bengkulu belum optimal. efektivitas dan efisiensi rendah terbatasnya sumber daya. kecukupan layanan belum terpenuhi secara menyeluruh. pemerataan belum merata antarwilayah. responsivitas pemerintah lemah dan ketepatan kebijakan belum sesuai kebutuhan masyarakat. kebijakan sudah menunjukkan arah perbaikan yang baik secara konsep, namun masih perlu pembenahan lebih lanjut dan berdampak nyata terhadap kualitas lingkungan dan perilaku masyarakat.
ABSTRACT
The purpose of this study is to evaluate the waste management policy in Bengkulu City. The Bengkulu City Government introduced community-based waste management through the Community Empowerment Unit (LPM) at the end of 2022. Observations show that only 48% of the waste in Bengkulu is successfully removed every day. This figure highlights the serious challenges facing waste management in Bengkulu. There may be several reasons for the low waste removal rate, such as: B. Limited capacity of the landfill site (TPA) and lack of a waste transportation fleet. This study adopts a descriptive approach combined with a qualitative approach to describe the existing conditions. This study uses a qualitative approach to conduct a descriptive study, which aims to reveal facts to evaluate the waste management policy in Bengkulu. There are still some obstacles and problems in the implementation process. Waste management at the Kelurahan level continues to face problems, including continued littering by some people. Existing efforts are not necessarily sufficient to achieve truly effective waste management policy objectives. This suggests that there are gaps in access to information, lack of motivation, low participation, and insufficient public awareness due to various factors. The implementation of waste management policy in Bengkulu City is not ideal. Effectiveness and efficiency are low. Resources are limited. The adequacy of services is not fully guaranteed. Justice is not evenly distributed between different areas. The government's responsiveness is weak and the policy does not meet the needs of the people. The policy is conceptually on a good track for improvement, but further improvement is needed, and it has a clear impact on environmental quality and public behavior. 
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PENDAHULUAN

Lingkungan sangat penting bagi manusia. Lingkungan fisik berfungsi untuk memenuhi kebutuhan material, lingkungan biologis untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, dan lingkungan sosial untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Lingkungan adalah tempat di mana manusia tinggal dan melakukan aktivitas sehari-hari. Lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam semua aktivitas manusia. Oleh karena itu, lingkungan harus dilindungi dan dijaga agar menjadi ruang hidup yang layak bagi manusia (Webmaster, 2020). Menurut definisi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), limbah adalah bahan yang tidak terpakai, tidak dimanfaatkan, tidak diinginkan, atau dibuang akibat aktivitas manusia, bukan yang dihasilkan secara alami (Dobiki, 2018).
Sampah merujuk pada bahan-bahan yang tidak digunakan, tidak diinginkan, atau perlu dibuang. Biasanya, jenis sampah ini berasal dari aktivitas manusia, termasuk proses industri, tetapi tidak termasuk sampah organik. Sampah manusia dikecualikan dari definisi ini (Gruber et al., 2016). Sebuah laporan dari Bank Dunia berjudul The Atlas of Sustainable Development Goals 2023 mengungkapkan bahwa pada tahun 2020, Indonesia menghasilkan sebanyak 62,2 juta ton limbah, menjadikan Indonesia sebagai produsen limbah terbesar kelima di dunia pada tahun tersebut (Ahdiat, 2023).
Jumlah limbah yang dihasilkan di tingkat nasional terus meningkat hingga tahun 2022, dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaporkan bahwa total limbah negara mencapai 69,2 juta ton, sebagian besar berasal dari sumber domestik. Dari total limbah yang dihasilkan, sekitar 19,8 juta ton terdiri dari plastik dan kertas yang tidak dipisahkan, dan sekitar 35,48 persen dari total limbah tersebut dikelola dengan tidak memadai (Primantoro, 2023).Krisis limbah yang semakin parah di banyak kota di Indonesia erat kaitannya dengan laju urbanisasi yang cepat, yang tidak diimbangi dengan fasilitas pembuangan limbah yang memadai, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan berkontribusi pada masalah lingkungan seperti sedimentasi di lingkungan perairan (Osef Endri Cahyono, - Hasim, 2021). Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengubah pendekatan pengelolaan sampah meliputi: 
(1) Meminimalkan produksi sampah di sumbernya melalui pemilihan atau pengolahan yang cermat menggunakan teknik sederhana seperti kompos, baik secara individu maupun komunitas. 

(2) Organisasi non-pemerintah (lsm) memainkan peran penting dalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, mengawasi upaya terkait pemeliharaan kebersihan lingkungan (basriyanta, 2017).
Di Indonesia, peraturan pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Tugas pemerintah daerah adalah memastikan kebersihan sampah, mengakui sampah sebagai sumber daya berharga, dan meningkatkan lingkungan serta kesehatan masyarakat melalui praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 mendefinisikan limbah sebagai “sisa bahan dari aktivitas manusia sehari-hari atau kejadian alam dalam bentuk padat, yang meliputi sampah rumah tangga dan jenis limbah terkait lainnya” (Kurniawati, 2018).Dalam konteks ini, pengelolaan limbah menjadi tanggung jawab pemerintah, yang meliputi penyediaan layanan melalui pembuatan kebijakan terkait pengelolaan limbah (Fitri dkk., 2019). Namun, adanya kebijakan pengelolaan limbah tidak menjamin bahwa limbah ditangani secara efisien. Seringkali diamati bahwa organisasi yang ditugaskan untuk mengelola limbah kesulitan dalam menyelesaikan masalah, yang mengakibatkan praktik pengelolaan yang buruk dan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan (N. Wichai-utcha & O. Chavalparit, 2019).

Meskipun demikian, peraturan yang telah ditetapkan tidak selalu mengatasi masalah yang menjadi dasar pembuatannya (Alwi & Kasmad, 2018). Selain itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan budaya yang terstruktur di setiap departemen dalam kerangka pemerintahan (Darmi & Iprianto, 2013).Pengelolaan sampah di Kota Bengkulu terus menghadapi kesulitan karena produksi sampah terus meningkat setiap tahun, sementara kapasitas pengangkutan sampah masih belum memadai dan tidak mampu mengikuti peningkatan produksi sampah. Dalam praktiknya, suatu kebijakan mungkin tidak sepenuhnya mengatasi suatu masalah; justru dapat menimbulkan tantangan baru (Dunn, 2013).Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk dan perubahan perilaku konsumsi telah menyebabkan peningkatan jumlah, jenis, dan sifat sampah, yang semakin beragam. Pertumbuhan penduduk juga memicu peningkatan aktivitas manusia, yang pada akhirnya menyebabkan penumpukan sampah yang lebih besar (Satmaidi, 2021). Peraturan Daerah ini menyebutkan dalam Pasal 3 bahwa: “Pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bersama dengan lembaga terkait lainnya.”Proses pengelolaan sampah di Kota Bengkulu masih dalam tahap peningkatan. Salah satu inisiatif utama adalah melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di tingkat desa untuk mengelola sampah rumah tangga dan jenis sampah serupa lainnya. Strategi ini dijelaskan dalam Surat Edaran Wali Kota Bengkulu Nomor: 660/3/DLH/2022.

Pada akhir 2022, Pemerintah Kota Bengkulu juga memulai pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tingkat kelurahan (Bisri, 2023). Namun, inisiatif ini belum berhasil mengurangi volume sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga dan industri. Pemerintah juga mendorong partisipasi aktif warga dalam bank sampah dan pengelompokan sampah yang mereka buang. Hal ini melibatkan pemisahan sampah melalui pendekatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau pencegahan dan pengurangan sampah, daur ulang/penggunaan kembali, serta konservasi energi dan pembuangan.Pada tahun 2022, hanya 48% sampah di Kota Bengkulu yang berhasil dikumpulkan setiap hari. Statistik ini menyoroti hambatan signifikan dalam pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. Tingkat pengumpulan yang rendah mungkin disebabkan oleh beberapa masalah, seperti kapasitas yang tidak memadai di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), kekurangan kendaraan pengumpul sampah, dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang pemilahan sampah.

LANDASAN TEORI
Konsep kebijakan publik
Kebijakan publik merupakan suatu konsep yang berdiri sendiri dan mempunyai makna serta definisi ilmiah yang khusus. Definisi kebijakan publik sangat bervariasi di antara para ahli. Salah satu dari definisi kebijakan publik(Eyestobe, 1971) Menyatakan bahwa kebijakan publik dalam arti yang paling luas dapat didefinisikan sebagai hubungan antara lembaga pemerintah dan lingkungannya.
Definisi  Kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan, tindakan, sikap, rencana program, dan keputusan yang dilakukan oleh para stakeholder untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Kebijakan publik muncul dari kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi masyarakat, dengan pemerintah sebagai aktor utama perumus kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas (Desrinelti et al., 2021). Proses ini melalui tahapan terstruktur mulai dari identifikasi masalah, perumusan alternatif solusi, penetapan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan untuk menjamin efektivitas dan relevansi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat.Proses perumusan kebijakan publik melalui tahapan yangterstruktur menjadi landasan utama dalam menjamin efektivitas serta relevansi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. Tahapan perumusan kebijakan dimulai dengan identifikasi masalah, perumusan kebijakan, implementasi, dan diakhiri dengan evaluasi(Prabawati et al., 2020). Pada tahap identifikasi, pemerintah berupaya memahamiisu-isu utama yang berdampak pada kehidupan masyarakat di berbagai aspek,seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Proses ini melibatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pakar, organisasi masyarakat, dan masyarakat itu sendiri,sehingga isu yang menjadi fokus kebijakan benar-benar relevan dan memiliki prioritas tinggi. Setelah masalah diidentifikasi, proses dilanjutkan ke tahap perumusan kebijakan, di mana berbagai alternatif solusi dianalisis, manfaat sertarisikonya dinilai, dan akhirnya dipilih kebijakan yang paling efektif. 
Tahap implementasi kemudian menjadi kunci efektivitas kebijakan, karena di sinilah kebijakan yang telah disetujui diterapkan di lapangan dengan dukunganpengawasan serta sumber daya yang memadai. Setelah implementasi dilakukan, tahap evaluasi menjadi langkah akhir untuk menilai apakah kebijakan telah mencapai tujuan yang diharapkan dan menentukan apakah perlu ada revisi atau penyesuaian.

Evaluasi kebijakan
Evaluasi menurut Wirawan dalam (Akbar, 2016) bahwa evaluasi merupakan suatu riset untuk mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis mengenai informasi yang bermanfaat terhadap objek yang di evaluasi, membandingkan dengan cara menilai berdasarkan indikator dan kemudian hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan dari objek evaluasi yang telah dilakukan. Menurut Lester dan Stewart dalam(Agustino, 2012)evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebagian- sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Menurut Lester dan Stewart  (winarno, 2008) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (outcome) atau dampak (impact) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.
Evaluasi kebijakan publik memiliki fungsi menurut (Riant, 2011) sebagai berikut: Eksplanasi, yaitu penganalisis (avaluator) dapat mengidentifikasikan kondisi, masalah maupun aktor yang terlibat dalam kegagalan atau keberhasilan kebijakan; Kepatuhan, yaitu evaluator dapat mengetahui tindakan para pelaku kebijakan ataupun lainnya apakah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau tidak melalui evaluasi; Audit, yaitu evaluator melalui evaluasi dapat mengetahui apakah output yang diharapkan sampai ke sasaran kebijakan atau terdapat kendala dan penyimpangan; Akunting, yaitu evaluator dapat mengetahui akibat ekonomi dari kebijakan yang ditetapkan
Konsep pengelolaan sampah

Definisi Sampah adalah sisa kegiatan manusia dan/atau proses alami yang berbentuk padat, termasuk sampah rumah tangga maupun jenis sampah lainnya yang serupa (Kurniawati, 2018). Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah yang berbentuk pelayanan publik melalui kebijakan pengelolaan sampah (Fitri et al., 2019). Pengelolaan sampah modern menekankan pada pengurangan volume sampah dari sumbernya, pemilahan, pemrosesan dengan teknologi sederhana (seperti komposting), serta pelibatan masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Pemerintah Kota Bengkulu juga mendorong penerapan prinsip 3R sebagai strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Teori 
Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn ( 2003) , dengan 6 indikator yaitu Efektivitas, Efesiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan. sebagai instrumen analisis data dalam penelitian lapangan. Pemilihan teori ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat memberikan landasan konseptual yang kuat dalam mengevaluasi implementasi kebijakan di lapangan. Indikator-indikator dalam teori ini dipandang dapat membantu dalam mengolah serta menganalisis data yang dikumpulkan selama proses penelitian.  Dengan berlandaskan teori ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang dikaji serta menghasilkan temuan yang berkontribusi bagi pengembangan teori maupun praktik kebijakan. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru serta rekomendasi yang berguna bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas kebijakan di masa mendatang.
METODE PENELITIAN
Metode Analisis 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan di sekitar objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.  Menurut Pasolong (2013), penelitian deskriptif melibatkan pengumpulan data dalam bentuk deskripsi kata-kata dan gambaran, bukan angka. Hal ini disebabkan oleh penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini.  menurut Ari Subowo (2014), penelitian kualitatif merupakan metode deskriptif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai karakteristik objek dan subjek penelitian.Pendekatan deskriptif pada dasarnya berusaha menyelidiki solusi atas permasalahan yang sedang terjadi dengan merinci data, sehingga tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga melakukan analisis, interpretasi, serta membandingkan dan menghubungkan data. penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam studi ini bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. Data yang digunakan berbentuk kata-kata yang mendeskripsikan serta menjelaskan situasi yang relevan, dan dari data tersebut disusun kesimpulan secara sistematis dalam bentuk tulisan
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, dalam konteks ini peneliti membahas dan memaparkan analisis tanggapan informan terhadap indikator penelitian terkait Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Bengkulu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi menurut Willian N. Dunn (2003) yang dalam karyanya menyatakan bahwa evaluasi dapat diartikan sebagai estimasi, skoring, dan penilaian. Evaluasi meliputi penilaian secara menyeluruh terhadap efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan ketepatan suatu kebijakan. Penjelasan lebih rinci masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:
Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah 
Kebijakan dirancang untuk menghasilkan hasil tertentu, dan salah satu unsur penting dalam mengevaluasi kebijakan adalah metrik efektivitasnya. Strategi pengelolaan limbah yang ditetapkan oleh pemerintah dirancang untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Dengan membuat layanan pengelolaan limbah mudah diakses oleh seluruh penduduk, otoritas berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat. Di Kota Bengkulu, upaya pengelolaan limbah telah mencapai 60% dari targetnya, mencerminkan komitmen untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Terdapat 67 organisasi pemberdayaan masyarakat (LPM) yang beroperasi di tingkat desa di seluruh Kota Bengkulu. Dari jumlah tersebut, empat puluh organisasi pemberdayaan masyarakat (LPM) telah diakui karena kontribusinya yang aktif dalam upaya pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah telah memberikan pengaruh positif terhadap komunitas lokal.

Efisiensi Kebijakan Pengelolaan Sampah
William N. Dunn menyatakan bahwa efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang efektif. Efisiensi bergantung pada tingkat usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Badan Lingkungan Hidup Kota Bengkulu telah berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat melalui surat edaran. Surat edaran tersebut disebarkan dan diawasi oleh organisasi pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan LPM). Batasan keuangan menghambat dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan kegiatan sosialisasi langsung di lapangan.

Kecukupan Kebijakan Pengelolaan Sampah
Indikator kecukupan dalam kebijakan publik berkaitan dengan penentuan apakah tujuan yang dicapai selama pelaksanaan kebijakan dianggap memadai di berbagai dimensi. Kecukupan mengacu pada sejauh mana suatu inisiatif memenuhi kebutuhan, nilai, atau prospek yang menjadi dasar tantangan tersebut. Di Bengkulu, terdapat 67 lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat desa (LPM), di mana 40 di antaranya telah aktif terlibat dalam upaya pengelolaan sampah. Sebaliknya, 27 lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) belum menunjukkan keterlibatan dalam pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kecukupan belum sepenuhnya terpenuhi, karena langkah-langkah yang diambil hanya menangani sebagian dari masalah dan gagal memenuhi kebutuhan secara holistik.

Pemerataan Kebijakan Pengelolaan Sampah
Indikator keadilan dalam kebijakan publik merujuk pada keseimbangan keadilan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan yang terdampak oleh kebijakan tersebut. Berdasarkan informasi yang terkumpul, Kota Bengkulu memiliki 67 lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat desa (LPM). Dari jumlah tersebut, 40 LPM telah terlibat dalam inisiatif pengelolaan sampah, sementara 27 LPM lainnya belum berperan aktif. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang adil belum sepenuhnya terwujud. Beberapa komunitas, terutama yang memiliki LPM aktif yang menjalankan tugasnya, telah merasakan manfaat kebijakan tersebut, termasuk peningkatan kesadaran akan isu lingkungan melalui upaya pengelolaan sampah. Sebaliknya, komunitas di daerah di mana LPM belum berfungsi secara aktif belum merasakan manfaat tersebut.

Responsivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah
Indikator responsivitas dalam kebijakan pemerintah berkaitan dengan bagaimana mereka yang terdampak oleh kebijakan bereaksi terhadap pelaksanaannya, atau berkaitan dengan seberapa baik suatu kebijakan memenuhi persyaratan, prinsip, atau antisipasi masyarakat yang memperoleh manfaat dari layanan tersebut. Di kota Bengkulu ada 67 lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) ditingkat kelurahan. 40 lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sudah berjalan dengan aktif. Ada 27 lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang belum berjalan aktif. Menunjukkan reponsivitas masyarakat yang belum merata. Sebagian masyarakat telah menunjukkan tanggapan dan keterlibatan dalam pengelolaan sampah. Respons yang baik umumnya terjadi di kelurahan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) aktif yaitu 40 lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dari 67 lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) di tingkat kelurahan. Sementara pada kelurahan dengan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang tidak aktif respons masyarakat cenderung rendah.

Ketepatan Kebijakan Pengelolaan Sampah
Ketepatan berkaitan nilai atau pentingnya tujuan program serta landasan dari tujuan tersebut adalah asumsi yang kuat. Ketepatan adalah kepastian dalam penerapan yang dilakukan melalui kegiatan yang terencana dengan tujuan mencapai tugas yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dikota Bengkulu dengan melibatkan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) ditingkat kelurahan merupakan strategi yang pada  dasarnya mengandung pendekatan partisipatif jika diterapkan secara konsisten dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Secara konseptual, dengan melibatkan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) tingkat kelurahan merupakan langkah yang tepat Karena lembaga pemberdayaan masyarakat berfungsi perwakilan masyarakat di tingkat kelurahan yang mengetahui langsung kondisi lingkungan, karakteristik masyarakat. 
Secara administratif lembaga pemberdayaan masyarakat telah dibentuk di seluruh kelurahan dikota Bengkulu, menunjukkan bahwa 60% lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif dna menjalankan fungsi pengelolaan sampah dengan baik. Disisi lain ada 40% sisanya belum berfungsi secara optimal bahkan tidak menjalankan peran pengelolaan sampah sama sekali. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya tepat. Selain itu ketidaktepatan juga tampak dari rendahnya akses informasi di sebagian masyarakat, khususnya di keluarahan yang lembaga pemberdayaan masyarakat yang tidak aktif. Banyak masyarakat tidak mengetahui  adanya peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, sebagian masyarakat tetap membuang sampah sembarangan atau ke tempat pembuangan sampah liar. 

Faktor Pendorong Dan Penghambat Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah
Faktor Pendorong

Faktor – faktor pendorong pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah tersebut adalah:

a. Keterlibatan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 

Sudah ada 60% lembaga pemberdayaan masyarakat ditingkat kelurahan berjalan aktif menjalankan peran pengelolaan sampah. Keterlibatan ini menjadi  pendorong karena lembaga pemberdayaan masyarakat yang dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi wilayah.

b. kesadaran masyarakat sudah mulai tumbuh

sebagian masyarakat mulai mengelola dan memilah sampah secara mandiri menunjukkan ada peningkatan kesadaran terhadap pentingnya penegelolaan sampah yang baik. 

c. Kemunculan inovasi lokal dan komunitas lingkungan

Komunitas swadya masyarakat dan gerakan lngkungan di beberapa kelurahan mendorong edukasi dan inovasi seperti bank sampah dan daur ulang berbasis rumah tangga.

 Faktor Penghambat 

Adapun faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

a. Belum meratanya fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 

40% lembaga pemberdayaan masyarakat  (LPM) tidak aktif bahkan tidak menjalankan peran pengeloaan sampah sama sekali hal ini menyebabkan ketimpangan antarwilayah kelurahan.

b. Kurangnya sosialisasi dan informasi 

Banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya lembaga pemberdayaan masyarakat    (LPM) di tingkat kelurahan yang bertugas mengelola sampah sehingga kesadaran masih rendah.

c. Minimnya fasilitas dan sarana prasarana

Kurangnya tempat pembuangan sampah (TPS) Resmi, keterbatasan alat pengangkut sampah.

d. Perilaku membuang sampah sembarangan masih tinggi

Masih terdapat kebiasaan membuang sapah di tempat pembuangan sampah (TPS) Liar atau diarea terbuka yang mencerminkan lemahnya pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran kebersihan. 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di kota Bengkulu masih menghadapi kendala dan permasalahan. Dari sisi efektivitas, meskipun dengan melibatkan lembaga permberdayaan masyarakat (LPM) tingkat kelurahan telah dilakukan dan menunjukan hasil yang cukup baik. Namun masih terdapat kelurahan lainnya yang tidak menunjukkan peran lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif sehingga pengelolaan sampah belum berjalan optimal secara menyeluruh. Dalam aspek efisiensi,  berkaitan dengan upaya yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas. Dinas lingkungan hidup kota Bengkulu telah melakukan langkah strategis melalui penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah dengan surat Edaran. 

Namun efisiensi tersebut belum sepenunhya optimal, penyebaran informasi belum merata. Pada indikator kecukupan, kebijakan belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan dasar masyarakat dalam hal edukasi, pelayanan dan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Pada indikator pemerataan, terlihat bahwa pelaksanaan kebijakan belum menjangkau seluruh kelurahan secara adil. Ketimpangan dalam keberfungsian lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) menyebabkan adanya kesenjangan akses terhadap layanan pengelolaan sampah. 

Pada indikator Responsivitas, tanggapan masyarakat terhadap kebijakan cenderung beragam. Di kelurahan yang lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) aktif, masyarakat merespons dengan baik bahkan mulai menyerahkan pengelolaan sampah kepada lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). Namun di wilayah lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) tidak aktif respons masyarakat cenderung negatif, tercermin dari perilaku membuang sampah ke tempat pembuangan sampah (TPS) liar akibat kurangnya informasi. 

Dari sisi ketepatan,secara konseptual keterlibatan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) merupakan pendekatan yang tepat akan tetapi, pelaksanaannya kebijakan ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Dengan demikian kebijakan pengelolaan sampah di kota Bengkulu sudah menunjukkan arah perbaikan yang baik secara konsep, namun masih perlu pembenahan lebih lanjut dan berdampak nyata terhadap kualitas lingkungan dan perilaku masyarakat.

Saran 
Adapun saran yang diberikan penulis terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di kota Bengkulu diperlukan optimalisasi peran lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) di tingkat kelurahan, upaya sosialisasi kepada masyarakat perlu di tingkatkan, peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah juga memperluas akses terhadap tempat pembuangan sampah (TPS) yang resmi dan layak guna mencegah munculnya tempat pembaungan sampah (TPS) liar.
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